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ABSTRAK 

Perkembangan pesat globalisasi dan informasi teknologi telah mengubah 

wajah perdagangan di Indonesia, terutama lewat maraknya e-commerce. Platform 

digital seperti shopee, tokopedia, dan bukalapak kini menjadi pusat penjualan beli 

online yang menyatu dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Meski membawa 

kemudahan, kemajuan ini juga melahirkan kejahatan siber, khususnya penipuan 

yang berani, yang mengancam keselamatan konsumen. Penipuan transaksi online 

termasuk tindak pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP, serta diatur lebih lanjut 

dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini mengkaji dua isu 

utama: (1) mekanisme perlindungan hukum bagi korban penipuan di transaksi 

marketplace (2). bentuk tanggung jawab hukum penyedia platform marketplace 

terhadap korban penipuan jual beli online 

Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan konsep dan analisis 

hukum, kajian ini mengandalkan sumber primer seperti UUD 1945, KUHP, UUPK, 

UU ITE, PP No. 80 Tahun 2019, serta SE Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2016. 

Sementara sumber sekunder mencakup buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat 

terkait ahli komunikasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform 

marketplace wajib mengawasi konten, verifikasi identitas penjual, fasilitasi 

pengaduan, serta jaminan keamanan transaksi dan data pribadi konsumen. 

Kelalaian dalam kewajiban ini berpotensi menimbulkan kerugian, seperti kasus di 

Riau di mana pembeli kendaraan rugi Rp 186,5 juta akibat penipuan. Hal ini dapat 

memicu tanggung jawab deliktual berdasarkan prinsip kelalaian, yang mendukung 

tuntutan restitusi.Secara keseluruhan, penelitian merekomendasikan penguatan 

akuntabilitas platform melalui pengawasan preventif yang lebih ketat untuk 

mengurangi risiko penipuan. 

Kata Kunci : Penipuan, Perlindungan Konsumen, Media platform, Pasar Lokal. 
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ABSTRACT 

The rapid advancement of globalization and information technology has profoundly 

transformed commercial activities in Indonesia, particularly through the surge of 

electronic commerce (e-commerce). Online marketplaces such as Shopee, 

Tokopedia, and Bukalapak have become integral to modern economic life. While 

offering significant benefits, this growth has also spawned cybercrimes, especially 

online fraud, posing serious risks to consumers. Online transaction scams qualify 

as criminal offenses under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) 

and are further governed by the Electronic Information and Transactions Law (UU 

ITE) and the Consumer Protection Law (UUPK). This study examines two key 

aspects: (1) the legal responsibilities borne by marketplace platform providers in 

cases of online sales fraud, and (2) the available legal safeguards for victims of 

marketplace transaction scams.  

Employing a normative juridical method with conceptual and statutory approaches, 

the research draws on primary legal materials including the 1945 Constitution, 

KUHP, UUPK, UU ITE, Government Regulation No. 80 of 2019, and Ministerial 

Circular No. 5 of 2016 from the Ministry of Communication and Informatics. 

Secondary sources comprise legal literature, journals, and expert opinions on 

digital communications. Findings reveal that platforms must oversee content, verify 

seller identities, provide complaint resolution mechanisms, and ensure transaction 

security along with consumer data protection. Failures in these duties can lead to 

consumer losses, as exemplified by a Riau case involving a vehicle purchase scam 

resulting in Rp 186.5 million in damages. Such negligence triggers delictual 

liability based on fault principles, supporting restitution claims. In conclusion, 

bolstering platform accountability via robust preventive oversight is crucial to 

minimizing online fraud. 

 

Keywords: Fraud, Consumer Protection, Platform. Marketplace. 
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